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ABSTRAK 

 

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan keadilan sosial dan kedamaian bagi warga. Orang-orang, yang 

melanggar hukum, akan didenda atau dipenjara, tanpa menghilangkan hak-hak 

tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Jadi polisi tidak bisa merebut hak-hak 

para terdakwa. Jika itu terjadi, terdakwa diijinkan untuk memperjuangkan hak-hak 

mereka. Ini juga bertujuan agar penegak hukum tidak bertindak sesuka mereka. 

Dalam studi kasus ini, masalah yang penulis fokuskan adalah tentang Analisis 

Yuridis dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang implementasi 

KUHAP tentang hak-hak terdakwa yang dituduh secara salah dan dibebaskan oleh 

pengadilan serta tata cara untuk mendapatkan hak yang dimaksudkan. Penelitian 

ini adalah penelitian normatif di mana penulis melihat-lihat buku, membaca dari 

internet dan undang-undang untuk menyelesaikan penelitian. Melalui penelitian 

ini, penulis menemukan bahwa ada kompensasi dalam bentuk uang dan 

rehabilitasi para terdakwa yang dituduh secara salah namun dibebaskan oleh 

pengadilan dan jumlah kompensasi telah direvisi selama bertahun-tahun dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi Peraturan Pemerintah 

Nomor 92 Tahun 2015 tetapi implementasi hukum ini belum sempurna karena ada 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983 / KMK.01 / 1983 

tentang langkah-langkah untuk mengklaim uang ganti rugi tersebut. Oleh karena 

itu, penulis berharap agar pemprosesan pencairan uang dapat ditinjau kembali. 

 

Kata kunci: Hak terdakwa, kompensasi, terdakwa dibebaskan. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a country that upholds justice. This aims to give social equity and 

peace the the citizens People, who went against the law, will be fined or jailed, 

without taking away the rights of suspects or defendant as human being. So police 

can’t seize the rights of the defendants. If it does happen, defendants are allowed 

to fight for their rights. This also aims so that the law enforcers do not act as they 

please. In this case study, the problem that author focuses is about the Juridical 

Analysis of Government Regulation Number 92 of 2015 concerning about the 

implementations of KUHAP on rights of defendants that’s wrongly accused and is 

freed by the court. This is study is a normative study where author look through 

books and laws to complete the study. Through this study, author found that there 

is a compensation in a form of money and rehabilitation the defendants who are 

wrongly accused and yet set free by the court and the amount of compensation has 

been revised through years (from Government Regulation Number 27 of 1983 to 

Government Regulation Number 92 of 2015) but this implementation of law is not 

perfect yet for there is Decree of the Minister of Finance of the Republic of 

Indonesia Number 983/KMK.01/1983 on steps to claim the compensation. 

Therefore, author do hope that the processed on claiming the money could be 

revised.  

 

Keywords: Defendants right, compensation, defendants set free. 
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